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TEHNIK Net Map

Net-Map merupakan sebuah metode pemetaan stakehol/der yang dapat membantu
pembuat kebijakan untuk mengetahui, menvisualisasikan, berdiskusi serta mengembangkan
pemahaman terhadap situasi di mana ada banyak aktor kepentingan yang berbeda
pengaruh dan kepentingannya terhadap organisasi mereka (Bryson, 2003).

Beberapa manfaat dari penggunaan Net-Map antara lain adalah (Schiffer, 2007):
1. Sebagai sarana mempersiapkan dan memonitor intervensi kebijakan;
Sarana meningkatkan efektifitas koordinasi mul/tistakeholder;

Memfasilitasi proyek berbasis masyarakat inklusif;

Membuat sketsa serta mendiskusikan intervensi bagi keberhasilan sebuah proyek;

o > W N

Memahami strategi untuk meningkatkan pengaruh organisasi melalui pemetaan




LANGKAH-LANGKAH MENGGUNAKAN

NET MAP

<+ Perlu dipahami secara jelas masalah yang akan dipecahkan (isu-lsu);
< Pertanyaan yang muncul diantaranya:

1) siapa yang terlibat; 2) Bagaimana keterkaitan mereka?; 3) Bagaimana pengaruh
mereka?; 4) Apa tujuan mereka?;

< Tentukan Jenis Hubungan :

1) Command; 2) Advise; 3) Information; 4) money
< Tentukan pengelompokan tujuan aktor-aktor

1) (P=protection) ;

2) (D=development).



KEGIATAN 1.
Stakeholder-Issue
rrelationship Diagram

Gambar 3.2. Stakeholder-Issue Interrelationship Diagram

1. Hubungan berbagai jenis stakeholder Group C
berkaitan dengan berbagai isu Group D
kebijakan dan bagaimana berbagai
stakeholder tersebut berhubungan satu Ny
dengan yang lain.

4 . Group F
Group | :

2. Bertujuan untuk mengetahui potensi Issue &

kerjasama dan konflik antar <
moup H

stakeholder.



Kclompok unl

Langkah 1: Isu yang mendominasi

1. TENTUKAN ISU, SIAPA SAJA AKTOR YANG BERHUBUNGAN j ’\ l Isu 3
DENGAN ISU-ISU

» Pertarungan antar aktor berkaitan dengan Model pemanfaatan Isu 1
dana Desa untuk Ketahanan Pangan ada 3 Isu :

@ Isu 2
1. Model pengembangan dana ketahanan pangan melalui
Pengembangan Kelembagaan Bisnis Baru RMP (Alur:
Petani lokal -Bumdesma-RMP); ‘ ¥ @
2. Model pengembangan dana ketahanan pangan melalui W-mv'"ﬂ

model bisnis ekonomi konvensional (Alur: Petani lokal-
Koperasi/RMP “pilihan”-Pengepul/tengkulak (sector
swasta) Akademlsl

Dinas PMD

3. Model Pengembangan/Implementasi model Replika
Food Estate level nasional ke dalam Tingkat desa
sebagai inovasi kebijakan pemanfaatan ketahanan
pangan desa;




Diperlukan adanya klasifikasi jenis stakeholder
misalnya instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi

swasta organisasi donor, dsb. Setiap jenis atau klasifikasi stakeholder
ikan warna tersendiri.;
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?; perlu mendifinisikan dengan
jelas hubungan yang dimaksud, misalya garis komando atau perintah,

arus dana, pemberian advice, serta arus informasi. Setiap garis
akscbut diberikan warna sendiri.;
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seorang analis sudah mengetahui siapa aktor yang terliba
pagaimana mereka berhubungan serta seberapa besar pengaruh mereka melal
pertanyaan sebelumnya melalui pengelompokan aktor dalam: n

Pertanyaan ini sangat bermanfaat terutam
g forecgsting terhadap arah tindakan atau keputusan stgkebalds
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Berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh
stakeholder terhadap suatu isu, stakehol/der dapat

diketegorikan ke dalam beberapa kelompok

1)

2)

3)

Stakeholder utama merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung
dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama
dalam proses pengambilan keputusan, misalnya masyarakat, tokoh masyarakat, dan manajer public;

Stakeholder pendukung (sekunder) adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan
secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian
(concern) dan keprihatinan, sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap
masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Misalnya, Lembaga pemerintah dalam suatu wilayah
tetapi tidak memiliki tanggung jawab langsung; lembaga pemerintah yang terkait dengan isu tetapi
tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam pengambilan keputusan; lembaga swadaya
masyarakat (LSM) setempat; perguruan tinggi; dan pengusaha (badan usaha) yang terkait;

Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal

pengambilan keputusan. Stakeholder kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai level,
legislatif, dan instansi




Stakeholders dalam

Studi/Riset

< bagian yang secara langsung
terkait dengan hasil kajian,

<+ Mereka menjadi pengguna di
masa depan dari suatu hasil
kajian;

% Mereka memiliki PENGARUH
dan KEPENTINGAN

Kepentingan

Kategori stakeholder berdasarkan tingkat pengaruh
dan kepentingan Sumber: Brown et a/. (2001)

P

Stakeholder
primer

Stakcholder
sekunder

Stakeholder

eksternal

-
Pengaruh




5. Klasifikasi Aktor berdasarkan

Pengaruh dan Tingkat

X Aalavays A AYArailAla a
Influence Interast

Petani lokal 1 5 =
Kelompok Usaha Petani (KAL) 2 45
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5. SILAHKAN ANALISIS.......



SA BAGIAN PENDUKUNG RISET

1) MENJADI SALAH SATU TUJUAN RISET

2) DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN RISET UNTUK
TUJUAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN



PERMASALAHAN

CONTOH:

Desain Kebijakan Pembangunan Wilayah
Pesisir Kabupaten Subang

Permasalahan wilayah
pesisir Kabupaten Subang

Ekologi

Ekonomi

Sosial budaya

Penurunan kualitas air
Sedimentasi

Abrasi

Degradasi hutan
magrove

Alih fungsi lahan
Limbah rumah tangga

* Pemasukan sumberdaya
perikanan dan
pariwisata

*  Akses masyarakat
terhadap sumber
permodalan

* Pendapatan masyarakat
dari sektor perikanan
dan pariwisata

*  Sektor informal

Konflik kepemilikan
lahan

Pendidikan dan
keterampilan
masyarakat

Sarana dan prasarana
perikanan dan
pariwisata

Pola hidup masyarakat
Kebijakan pemerintah

FOKUS STUDI

1.  Penelitian ini difokuskan pada sistem rancang bangun
kebijakan pembangunan wilayah pesisir dengan mencari
jawaban terhadap dua masalah utama, yakni :

A) bagaimana mekanisme pelibatan stakeholder dalam
pengambilan keputusan

B) perumusan kebijakan yang partisipatif

C) bagaimana strategi implementasi kebijakan
pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan.

2. Penelitian melibatkan stakeholder secara substansial
dalam proses pengambilan keputusan pembangunan
wilayah pesisir




SIAPA STAKEHOLDERS PR/MER?
SIAPA STAKEHOLDERS SEAUNDER?
SIAPA STAKEHOLDERS AUNC/?



1. Policy Implementation
Mapping

Kategori Kepentingan Sumber Kemungkinan Tingkat
daya partisipasi pengaruh

Potensial
pendukung

Potensial
penentang

Bertujuan untuk
mengidentifikasi strategi
selama implementasi
program/kebijakan berdasarkan

sumber kekuatan stakeholder




PENJELASAN KOLOM

KEPENTINGAN : hal hal yang diperjuangkan atau dianggap penting oleh stakeholder.

SUMBERDAYA : sumber daya apa yang akan digunakan oleh stakeholder guna memperjuangkan

kepentingan mereka.

CHANNEL : saluran melalui mana para stakeholder akan bertindak dalam memperjuangkan

kepentingan mereka.
KEMUNGKINAN PARTISIPASI : besarnya kemungkinan mereka akan berpartisipasi atau bersikap

terkait dengan kepentingan mereka.

TINGKAT PENGARUH: pengaruh yang akan didapat dari penguasaan sumber daya atau partisipasi

stakeholder.

IMPLIKASI : implikasi pengaruh stakeholder terhadap strategi implementasi kebijakan.

AC

ON : tindakan yang perlu kita lakukan untuk mensikapi atau mengantisipasi stakeholder

dengan pengaruh yang mereka miliki.




1.

2.

TEHNIK BERTUJUAN

Keberhe £
pemahaman atas stakeholder yang

dari

°
LA )

Teknik ini dapat digunakan untuk menjelaskan dengan cepat tentang
siapa dan apa yang dinilai secara etika atau dianggap etis;

Penggunaan teknik ini dapat membantu memenuhi aspek

deontological (duty based) dan teleological (results-oriented
obligations).

Hasil dari penggunaan teknik ini dapat menunjukkan proposal dan
pilihan yang harus dieliminasi berdasarkan pertimbangan etis.




2. Power Versus Interest
Grid

Gambar 3.4. Kuadran Power vs Interest Grid

.:.:Eﬂ
Bertujuan untuk menyusun strateqgi Subjects Players
' |
tindak lanjutnya
Crowd Contest Setters
Low L High

Sumber: Eden and Ackermann (1998, 122)



LANGKAH-LANGKAH

Gambar 3.4. Kuadran Power vs Interest Grid

1. MENYUSUN MODEL GRID : Power
serta interest menjadi fokus utama
dalam teknik analisis model grid

High

Subjects Players

-

Power bisa berasal dari potensi stakeholder untuk
mempengaruhi kebijakan atau organisasi yang berasal dari
kekuasaan berbasis kedudukan atau sumber daya mereka
dalam organisasi, atau mungkin pengaruh mereka yang
berasal dari kredibilitas mereka sebagai pemimpin atau
ahli.

Crowd Lontest Setters

Low

Interest seorang stakeholder terhadap sebuah kebijakan
atau proyek tertentu akan diukur melalui tingkat - -

keaktifannya Low Power High

Sumber: Eden and Ackermann (1998, 122)



TABEL Power Versus Interest Grid

STAKEHOLDERS INTEREST | KETERANGAN
(AKTOR)
.1

o0 » W N



LANGKAH-LANGKAH

menentukan intervensi serta langkah-langkah
yang perlu dilakukan

Keterangan:

A. crowd (lemah dalam power serta interest).

B. context setters (memiliki power akan tetapi
hanya memiliki direct interest yang kecil).

C. subjek yaitu stakeholder yang memiliki interest
tapi dengan power yang kecil.

D. player yaitu stakeholder yang memiliki power
dan interest secara signifikan.

Gambar 3.5. Jenis aktor dalam setiap kuadran

High

-
-

C
Keep Satisfied

D
Key Players

Power

A

B

Minimal Effort Keep Informed

Low

-

Level of Interest
Low

Sumber: Mintzberg, 1999

High




1. Matrik Analisis Peran Stakeholder dalam Kebijakan
Pelarangan Cantrang

INTEREST
F
C. SUBJECT D. PLAYERS
- MNelayvan tradisional non - Himpunan pengusaha nelayan
cantrang - Nelavar carntrarng
- MNelavan besar non cantrang - Bakul™Nelayan pengepul
- EKoprasi perikanan - Buruh sortir
- ABE - Langganan/juragan
- Dasa Wisma - Kemenrriarn kelautan dan perilarian
- Industr pengolaan 1kan - Azosiasi koral kerag dan 1kan hias
- EKoprasi perikanan indonessia
- Pemerintah desa - TPT PPI dan TPI
- EKementrnian koordinator - POEMNASWAS sumberdava perikanan
kemantim dan investasi
A, CROWD B. CONTEST SETTERS
- Pemilik toko sembalko - Dinas kelautan perikanan provinsi
- Desa wisma - DEP kota'Kabupaten
- Satpol air - Legislataf
- Pusat pelatihan mandirn kelautan - Pengusaha besar
dan perikanan
Loy POWER High




Gambar 3.5. Jenis aktor dalam setiap kuadran

STAKEHOLDERS SEKTOR A:

tidak memiliki interest yang tinggi dalam keputusan organisasi ;
juga power yang rendah untuk mempengaruhi dan e
memberikan dampak yang besar. *

, organisasi tetap harus menjaga kelompok ini ! ¢ D
mendapatkan informasi dalam batas yang diperlukan, tetapi Keep Satisfied Key Players
tidak harus berinvestasi terlalu banyak ke mereka.

3
STAKEHOLDERS SEKTOR B: 8
memiliki inferest yang tinggi dalam merespon semua A B
keputusan organisasi meskipun sebenarnya mereka tidak Minimal Effort Keep Informed
memiliki power yang besar untuk mempengaruhi.

. Stakeholder ini bisa dijadikan sebagai sekutu

L onww

dalam mendukung kebijakan tertentu. Oleh karenanya .

penting untuk menginformasikan isu-isu yang mereka minati. L
ow

Sumber: Min{zberg, 1999

Level of Interest

High




STAKEHOLDERS SEKTOR C:

biasanya adalah investor atau legislatif. Mereka berperilaku Gambar 3.5. Jenis aktor dalam setiap kuadran

pasif dan menunjukkan rendahnya interest dalam urusan
perusahaan.

High

Menghadapi tipe stakeholder seperti ini perlu
unfuk menganalisis potensi minat dan reaksi kelompok- c
kelompok ini dalam semua perkembangan penfing dalam Keep Satisfied
organisasi, dan melibatkan mereka sesuai dengan
kepentingan mereka.

D
Key Players

Power

STAKEHOLDERS SEKTOR D: A

Minimal Effort

memiliki interest yang finggi dalam merespon semua
keputusan organisasi, memiliki power yang besar unfuk

B
Keep Informed

Low

mempengaruhi. Stakeholder yang fterpenting dan berapa
pada sektor D sebagai key player <

Low

. harus dilibatkan dalam semua
perkembangan organisasi Sumber: Mintzberg, 1999

Level of Interest

High




Tinglart

MNasional

Regional

Lolcal

Sralebolder

Departemen Kelautan dan
Perikanan

Kementerian Lingkungan
Hidup
LPP Mangrove

IrB
Bappeda Provinsi
Perum Perhurani Subang

Dinas Perikanan dan Kelautan
Subang

BPLHD Subang
Dinas Tata Ruang Subang

Dinas Perkebunan dan
Kehuranan Subang

Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Subang

Bapeda Subang

DPRID Subang

Camat

Koperasi dan lembaga ekonomi
mikro

Pengusaha
Pedagang sektor informal

Pengembangan manajemen kelautan dan
perikanan dan wilayah pesisir

Koordinasi nasional manajemen lingkungan
dan konserwvasi

Kelestarian lingkungan dan kepedulian
masyaralkat

Konservasi dan pendidikan publik
Koordinasi pembangunan antarwilayah
Kelestarian hutan mangrowve

Pengembangan manajemen sumber daya
perikanan dan wilayah pesisir

Konservasi sumber daya alam. pengendalian
kawasan. kelestarian ekosistem

Koordinasi pemanfaatan lahan, penataan
ruang

Pengembangan manajemen kehutanan,
kelestarian sumber daya hutan

Pengembangan manajemen pariwisata,
kelestarian objek wisata

Kesejahteraaan, keberlanjutan, integrasi
pembangunan

Stabilitas dan penegakan hulum

PADD, kesejahteraan masyarakart, dan
ketenteraman

Kesejahteraan anggota dan keberlanjutan
usaha

Pendapatan dan keberlanjutan usaha

Pendapatan

Tingkat

ANALISIS STAKEHOLDERS: PEMETAAN
STAKEHOLDERS

Trnerteresr

Stakeholder

Nelayan
Masyarakat lokal
Wisatawan

LSM lokal

Organisasi sosial

Interest
Pendapatan dan kelestarian
Kelestarian sumber daya dan kesejahteraan
Keindahan alam dan keamanan
Pemberdayaan masyarakat

Partsipasi dan ketenteraman



Stakeholders dalam

Studi/Riset

< bagian yang secara langsung
terkait dengan hasil kajian,

<+ Mereka menjadi pengguna di
masa depan dari suatu hasil
kajian;

% Mereka memiliki PENGARUH
dan KEPENTINGAN

Kepentingan

Kategori stakeholder berdasarkan tingkat pengaruh
dan kepentingan Sumber: Brown et a/. (2001)

P

Stakeholder
primer

Stakcholder
sekunder

Stakeholder

eksternal

-
Pengaruh




PENGELOMPOKAN STAKEHOLDERS

(DIAGRAM PENGARUH V3§
KEPENTINGAN)

asvyvarakat lok=al

<+ Bapeda Subang
< Koperasi
> <+ DPRI> Subang
< Camat I.S™M Panhara
< BPILIIID Subang

§n < Indusiny kecil
B ssmaes | < Perhutani Subang < DEP Subang
&= e o Disbudpar Subang
Z
< Dishutbim Subang
o DKP < Dinas TR Subang
< K1 .51
* Organisasi sosial < Bappeda Proviasi
< Penslin < IL.SM Pusat
]
0.0 ; -'i‘
0.0 25 5.0

Pengaruh



CONTOH:
Kebijakan Pengelolaan Limbah Pabrik Kelapa

Sawit di SUMATERA UTARA

FOKUS STUDI HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN
» Penentuan kebijakan pengelolaan limbah PKS di » Berdasarkan hasil identifikasi faktor dari
masa mendatang perlu memerhatikan responden, terdapat 10 faktor yang
kebutuhan stakeholder yang terkait dengan merupakan kebutuhan stakeholder dalam
pengelolaan limbah pengelolaan limbah PKS di PTPN IV.
» PKS di PTPN IV Sumatera Utara di masa yang Review
akan datang. kebijakan 3 faktor
» Kebutuhan stakeholder diperoleh dari analisis Faktor penting
kebutuhan_semua pihalf yang berkgpgntingan Kinerja . pengelolaan limbah
terhadap sistem yang d|I.<aJ| melalui diskusi para perusahaan aKtor PKS menuju produksi
pakar dan bantuan kuesioner. bersih
Kebutuhan
[stakeholderj_l)_< 10 faktor
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